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KOK RUU PRT MASIH BELUM DISAHKAN?
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Sejak pertama kali diusulkan pada 2004, RUU Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga disahkan, nih.

Selama 19 tahun RUU PPRT melalui berbagai dinamika. RUU
ini menjadi agenda prioritas tahunan dari 2010 sampai
dengan 2014 dan mandeg di Baleg DPR RI pada 2014.
Kemudian, RUU PPRT ini masuk Prolegnas Prioritas Jangka
Menengah 2015-2019 dan masuk dalam Prolegnas Prioritas
pada 2020. Saat ini kembali masuk Prioritas Jangka
Menengah 2020-2024.

Berkali-kali masuk Prolegnas, kok belum disahkan
juga, sih?



Berdasarkan data terakhir dari ILO (2015), sebesar 80% PRT
merupakan perempuan dan 14% adalah anak yang rentan
mengalami diskriminasi, pelecehan, hingga kekerasan. Apalagi,
PRT bekerja di ranah domestik yang tidak banyak diketahui
publik.

Temuan riset Jala PRT (2019) menunjukkan bahwa PRT di
Indonesia hanya menerima upah sebesar 20%-30% dari UMR.
Ditambah lagi, sebagian besar PRT belum memiliki BPJS
Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan.

Para PRT juga sangat rentan mengalami kekerasan oleh pemberi
kerja. Dalam satu hari, Jala PRT bisa menerima aduan kekerasan
terhadap PRT sebanyak 10-11 aduan. Kekerasan yang dialami
oleh para PRT ini berlapis-lapis, mulai dari kekerasan fisik,
ekonomi, perdagangan manusia, hingga kekerasan seksual. 

Kondisi PRT di Indonesia 



Rendahnya upah PRT di Indonesia ini terjadi karena sampai saat
ini Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus
ditujukan untuk melindungi dan mendorong kesejahteraan
kelompok PRT. Maka dari itu, RUU PRT ini harus segera disahkan. 

Minim Regulasi
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Pertama, RUU PPRT adalah bentuk pengakuan negara akan
status PRT sebagai pekerja, yang berhak atas pelindungan.
Selama ini PRT dianggap bukan pekerja, karena ada di sektor
informal.

Kedua, mengatur relasi kerja antara pekerja dan pemberi kerja
agar tidak terjadi eksploitasi. 

Ketiga, menjamin pelindungan hukum dari tindak kekerasan dan
pelecehan

Keempat, mengatur standar kelayakan upah baru PRT di
Indonesia. 

Mengapa kita perlu dukung pengesahan
RUU PPRT?  
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Dalam rangka memeringati International Women’s Day 8 Maret
2023 lalu, masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi RUU
PPRT melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI
dengan membawa empat tuntutan berikut:

1. Segera menyelenggarakan Rapim untuk mengagendakan
pengesahan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR pada masa
sidang paripurna ini 14 Maret 2023 (sidang paripurna). 

2. Ketua DPR RI untuk menerima atau menemui Koalisi dan
berdialog dengan para PRT serta para korban secara langsung,
supaya paham bahwa situasi sudah emergency bagi para PRT.

3. Koalisi mengusulkan penggantian Ketua Fraksi PDIP DPR RI
karena penyataan dan sikapnya anti kepada para perempuan
miskin yang jadi pendukung PDIP.

4. Mengajak masyarakat untuk bersama ikut dalam aksi tenda
keprihatinan di depan Gedung DPR RI pada 11-13 Maret 2023
jelang Sidang Paripurna DPR 14 Maret 2023 untuk mendukung
pengesahan RUU PPRT 



Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan kalau pengesahan
RUU PPRT ditunda, karena untuk mengesahkannya di sidang
paripurna RUU PPRT harus terlebih dahulu dibahas di Badan
Musyawarah (Bamus) DPR RI. Rapat di Bamus ini baru akan
diagendakan setelah masa reses periode ini berakhir pada 13
Maret 2023. 

Sayangnya… 



Mari kita kawal terus pengesahan RUU PPRT!
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